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P U T U S A N

Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili  perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

16 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Marabahan, Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 16 September 2019 pada

pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2004 telah

melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX

tanggal   26 Mei 2004  dari  Kantor Urusan Agama Kecamatan  Anjir  Muara

Kabupaten  Barito Kuala ;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal  di  rumah orang tua Penggugat  di  Desa Rangga Surya

Kecamtan  Belawang  dan  terakhir  kumpul  di  rumah  tersebut  dan  telah

dikaruniai  1 orang anak, yang bernama XXXX, umur 12 tahun, sekarang

anak tersebut bersama Penggugat ;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis hingga anak berumur lebih kurang 1 tahun  2008, namun sejak itu

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dengan  alasan  untuk  bekerja

dengan tujuan yang tidak diketahui dan tidak pernah kembali lagi sampai
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sekarang dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat

pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang.

Dan  selama  itu  Tergugat  tidak  lagi  memperdulikan  nasib  Penggugat,

Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin dan nafkah untuk, dan tidak ada

suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah,

sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;

4. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi,  sesuai Surat

Keterangan Gaib Nomor : 149/SP/AM/BTL/IX/2019 tanggal 13 September

2019 dari Kepala Desa Sungai Punggu   Kecamatan Anjir Muara Kabupaten

Barito Kuala.  Walaupun demikian Penggugat sudah berusaha mencari dan

menanyakan  kepada  teman  dekat  dan  keluarga  Tergugat  tetapi  mereka

tidak ada yang mengetahuinya ;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir  maupun batin dan tidak

rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;

6. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

dalam perkara   ini ;

 Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Marabahan  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya   menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (  XXXX ) dengan Tergugat (  XXXX

) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat,  berdasarkan

Surat Keterangan Gaib Nomor149/SP/AM/BTL/IX/2019 tanggal  13 September

2019  yang  dikeluarkan  oleh  Desa  Sungai  Punggu  Kecamatan  Anjir  Muara

Kabupaten  Barito  Kuala,  alamatnya  sudah  tidak  diketahui  lagi,  maka

  Hlm. 2 dari 12
Putusan 377/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan  Pasal  27  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil dengan cara menempel gugatan

Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal

21 Oktober 2019 dan mengumumkannya sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio

Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Barito Kuala, yaitu tanggal 18

September  2019 dan  tanggal  21  Oktober  2019,  akan  tetapi  Tergugat  tidak

datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Pengadilan  telah  memberi  anjuran  kepada

Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-

dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  kemudian  dibacakan  gugatan  Penggugat   yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Nomor XXXX Tanggal

26  Mei  2004.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Surat keterangan Ghoib Nomor 149/SP/AM/BTL/IX/2019

Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan dinazegelen serta

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXX,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

alamat  Kalimantan  Barat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara kandung Penggugat
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tahun

2004 di Anji

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berkumpul  setelah menikah di  rumah

rumah orang tua Pengugat sampai  pisah dan telah dikaruniai  1 orang

anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,

namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak harmonis; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

namun saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

2008 sampai sekarang dengan alasan mencari kerja namun tidak kembali

lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2008 dan sejak

itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun

kediaman  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  diseluruh  wilayah  republik

Indonesia;

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang

berupaya  untuk  hidup  rukun  kembali,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain; 

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat

untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. XXXX,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,  alamat

Kabupaten barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara kandung Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tahun

2004 di Anjir;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berkumpul  setelah menikah di  rumah

rumah orang tua Pengugat sampai  pisah dan telah dikaruniai  1 orang

anak; 
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- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,

namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak harmonis; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

namun saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

2008 sampai sekarang dengan alasan mencari kerja namun tidak kembali

lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2008 dan sejak

itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun

kediaman  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  diseluruh  wilayah  republik

Indonesia;

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang

berupaya  untuk  hidup  rukun  kembali,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain; 

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat

untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menyatakan  cukup  dengan

pembuktiannya;

 Menimbang,  bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  dengan

menyatakan  tetap  pada  gugatannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  serta

mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain

untuk  datang sebagai  kuasanya,  meskipun telah dipanggil  secara resmi  dan

patut,  dengan  demikian  Tergugat  dianggap  telah  melepaskan  haknya
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(rechtverwerking),  maka  Majelis  Hakim  berketetapan  untuk  memeriksa  dan

memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat  (verstek) sesuai dengan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini  diperiksa dan diputus secara

verstek,  akan  tetapi  oleh  karena  perkara  a  quo mengenai  perceraian,

berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan

sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus

diteliti  terlebih  dahulu  apakah  gugatan  tersebut  berdasar  kepada  ketentuan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam

mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk

hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang,  bahwa  gugatan pada  pokoknya  adalah  menuntut  supaya

perkawinannya  dengan  Tergugat dinyatakan  putus  karena  perceraian,  sebab

sejak  tahun   2008 Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dengan  alasan

untuk bekerja dengan tujuan yang tidak diketahui dan tidak pernah kembali lagi

sampai  sekarang  dan  sejak  kepergian  Tergugat  tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat  pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  kumpul  suami  isteri  lagi  sampai

sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat,

Tergugat tidak memberi  nafkah  lahir  bathin  dan  nafkah untuk,  dan  tidak ada

suatu  peninggalan Tergugat  yang dapat  dijadikan sebagai  pengganti  nafkah,

sehingga  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  lagi

kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan Penggugat,  yang  menjadi

pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat

dan  Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di

persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut

telah  diberi  meterai  secukupnya,  dinazegelen serta  telah  dicocokkan  sesuai

dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg.  jis.

Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun
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1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya  Batas

Pengenaan  Harga  Nominal  Yang  Dikenakan  Bea  Meterai,  maka  alat  bukti

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  merupakan  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut

mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende)

dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

sah yang menikah tanggal 07 Mei 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi surat keterangan ghaib

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut

mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende)

dengan demikian terbukti bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi

keberadaannya diseluruh wilayah Republin Indonesia;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  menghadirkan  saksi-saksi

yang telah  dewasa dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok

permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan

cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  yaitu  tentang  Tergugat  yang  pergi

meninggalkan  Penggugat  sejak  tahun  2008  sampai  dengan  sekarang  serta

mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah

rukun  lagi,  meskipun  telah  didamaikan  oleh  pihak  keluarga,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat dihubungkan

dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di

atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim

mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum

sebagai berikut:
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 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang

menikah tanggal 07 Mei 2004;

 Bahwa  sejak  tahun  2008  antara  Penggugat  dan  Tergugat  serng

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak

kembali lagi sampai sekarang ;

 Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah tempat  tinggal

sejak tahun 2008, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

 Bahwa selama pergi,  Tergugat  tidak  pernah datang lagi  dan tidak

mengirim  kabar  berita  serta  tidak  ada  harta  yang  ditinggalkan  untuk

Penggugat;

 Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di

seluruh wilayah Republik Indonesia;

 Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Penggugat  pada petitum angka 2  (dua)  menuntut

agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,

terhadap  tuntutan  tersebut  Pengadilan  akan  mempertimbangkannya  dengan

pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  perceraian  hanya  dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  dan  untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri  itu

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat

sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (b)

Kompilasi  Hukum Islam yang menyebutkan: “ salah satu pihak meninggalkan

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”;
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Menimbang,  bahwa  dalam  hal  alasan  perceraian  tersebut,  Hakim

berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan

pertengkaran  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 jo.  Pasal  116 (f)  Kompilasi  Hukum Islam,

selain  bermakna  perselisihan  dan  pertengkaran  mulut  atau  fisik,  juga  dapat

diartikan  sebagai  tidak  adanya  komunikasi  dan  berpisahnya  tempat  tinggal

Penggugat dan Tergugat selama 12 (dua belas) tahun lebih sampai sekarang,

sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat terjadi  sejak awal tahun 2011, di mana Pengugat dan Tergugat pisah

tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah  lebih dari

10 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami /

istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum

yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :  379 K/AG/1995

tanggal 22 Maret 1997 bahwa  “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka

rumah tangga tersebut telah terbukti  retak dan pecah, serta telah memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan  untuk

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut

diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi.

Demikian  pula  apabila  dilihat  dari  segi  fungsi  perkawinan,  dengan  telah

terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua

belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak

dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak

lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juncto  pasal  77  sampai
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dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang

demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan

sulit  tercapai  dan  tidak  dapat  diharapkan  lagi  mereka  dapat  rukun  kembali

sebagai  suami  isteri.  Dengan  demikian  apabila  perkawinan  tersebut  tetap

dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang

lebih  besar  bagi  kedua belah pihak dari  pada kemaslahatannya,  sedangkan

menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yang

diambil dari kitab Taufah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh

Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

 القضاءعلى الغا ئب جائزان كانت عليه بينة 
-

Mengadili  terhadap orang yang ghoib dari  Majelis  itu  diperkenankan asal

bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima. 

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami

oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka

dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat  merusak  (mafsadah )

kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau

Tergugat.  Terhadap  kenyataan  seperti  itu  Hakim  perlu  menyampaikan  dalil

syar’i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

 أنّ ضِيأ اللهُ عأنهُْ أ أانِ الخُْدرْيِ رأ عيِدٍْ سعدُْ بنِْ سِن أبيِ سأ عأنْ أ
سُولْأ اللهِ صألىّ الله عليه وسلمّأ قأالأ  َرأ :   " لَ ضَرَرَ وَل

وأاهُ ابنُْ مأاجأه وأالداّرُقطُنْيِضِرَارَ “ نٌ رأ (حأديِثٌْ حأسأ  )
Dari  Abu  Sa’id,  Sa’ad  bin  Sinan  Al  Khudri  radhiallahuanhu,

sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh

melakukan  perbuatan (mudharat)  yang mencelakakan  diri  sendiri  dan orang

lain“ (HR. ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang,  bahwa atas dasar  pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  Penggugat  telah  dapat  membuktikan  kebenaran  dalil  gugatannya,

sedangkan  gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hukum,  maka  Hakim  setalah

bermusyawarah dan sepakat  untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan

menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat   terhadap  Penggugat  sesuai

dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun
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1991,  sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab  al-Fiqhul Islamiyyu

wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقااق طلاق بائن لن الضرر ل يزول
.إل به

Talak  yang  dijatuhkan  hakim  karena  perselisihan  adalah  talak  bain,

karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  mengenai  sengketa  perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan Undang Undang

Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat

(XXXX); 

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh

satu ribu rupiah) kepada Penggugat; 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Kami Muhammad Radhia

Wardana, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H.

Fitriyadi, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  dengan  dihadiri  oleh  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dan  Hj.  Almini

Hadiah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Muhammad Radhia Wardana, S.H.I

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H

Perincian biaya perkara: 

1. Pendaftaran : Rp    30.000,00

2. Proses : Rp    50.000,00

3. Panggilan : Rp   245.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp    20.000,00

5. Redaksi : Rp    10.000,00 

6. Meterai : Rp     6.000,00

   Jumlah   Rp  371.000,00

     (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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